Prisma {T): Bagaimana pemahaman. .
Aparatur Nfsgeara ‘mnm,mg {}ton@mx )

Daerah?

Sumitro Maskun VSR Pem&hamaa dan
penghayatan Terhadap: dlmu yang:menganic
ketatanegaraan selama dni tidak-merata kepa- . .
da semua aufborilies. Penguasa yang harus .
menyershkan it justeru bukan orang yang
berasal dad lai;arfbeiakang imu pemenmah—"”'

an. Apamtur pada bidang pekeraan urmnum;
pertandan

isasinya di badanﬁ teknis: "Mereka memang

rempunyal kesempaaaﬁ.unmk mizmpelajari s
lebily jauh tentang-ilmu pemeriniahan, apa- .
kah itz desentralisasi atau dekonsentrasi. Pe- . .
merintah Lempa pemennmhan pusat peme-' _
rintahan daerah, daerah otonom, daem}“

tingkat I dan daemh tingkat 1.’

Dulu pada tahun 1950-an ada po!z‘zz‘ta! '

will dadi pemeérintah.’ Zaman Wongsonegoro

pernah menghimpun: urusan -apa saja yang
bisa diserahkan. Selanjutnya tidak ada lagi . .~
Walaupun otonomi sudah d1c3mngkan padia

pemikiran seperti-im.. Sampai saat ini pun
bahkan ada menteri yang, mengatal«.an tidak
ada olonomi dalqm urusan agama. Yang di-

permasalahkan’ 3ustem adalzh urusan teknis -

onerasional Senlsh-olah mnggnnmgw‘ah

1, kesehamn, dan lain-lain “yang ha-
rus menyerahkan: urisan pemerintahan bu-
kan berlatar belakang ilmu pemeriniahan.
Pada uspumnya gnereka. be-anggapan hal-hal . ngunan yang mula-mula berupa pembangun-
yang dzsezahkan itu adalah’ urusanmu;usan:'
ini justeru dikuvasai

'pejabat ying spesmi—"'

P Benapa otonomi daerab tarmpak

%ﬂimng dipz_r}mﬁkam9

S SM Selama find pemermtah pusal sibule

'ﬁg-:dengan pembangunan.:Pemerintzah daerah
< dianggan belum-mampu dan:belum punya
‘biaya. Memang ada. sifat ketergantungan ke-

pada pusat. Hendak membicarakan otonomi,

‘bagaimana kalau kita baru membangun?

Sampai haii inl pun masih ada orang vang
menyangszkan walaupun kitz sudah terlam-
bat 20 tahun, ‘apakah daerah.mampu melak-

ssanakan:oionomi. Pada wakorin konsentrasi

perikiran kita hanya. pada masalah pemba-

_an fisik kemud;'m pembanguﬂzm ekonomi.
'Sampm sekar&ng kita masih menjalankan

pembangunan’ ekonomi. Pembangunan bi-
dang lainnya-seperti sesial-budaya, politk,
administrasi-belum begite dijaman. Permnba-

-ngunan politik saja bary fertuang dalam
. GBHN 1993, Dahulu tidak ada yang menye-

bnt pembamgur;an pol;ttk Se;a}L di Biroc Pe-
rencanaan Qﬂpdagrx 1979 saya berjuang

‘habis-habisan untuk ‘menggotkan DIP pem-

bangunan politik, dan sekarang sudah dima-

~sukkan dalam sekior pembangunan hukum

dan politik.
-Otonomi_baru d1gencaxian sekarang.

iahun 1974, tapi gagasan itu sama nasibnya
dengan undang-undang tentang desa. Desa
yang ada sekarang belum semuanya disesuai-
kan dengan nndaneundang. Sekamne suiciah

otonomi daersh ada pada Menteri Dalam Ne-
geri saja. Persepsi mengenal kelatanegaraan
Indonesia yang membagi-bagi sistem pemer-
inhan antara lain sentralisasi, dekonsentrasi,
desentralisast, dan- medebaiindd ternyaia be-
ki begitu mendalam,

ada otonomi formal atau otonomi birokrasi.
Pemerintah daerah juga sudah mulai
berperan. Dahuly, peﬂuil‘n&ﬂ kepala da erah
selalu dianggap sebagai urusan pemerintzh
pusat. Pemerintah daerah hanys melakukan
formatitas saja. Sekarang sudah dimulai de-
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ba ui{em bisa 6] 5
aml{an §«. bqai«:sa‘iaan 4

}?z‘mg ‘coenk: terswbu-. Hari: kayL
Seharusnva . dibuat semacams Sk
‘Gubernuz untukimengganti persyaratan i,
Karenaifidak maumemodifizd akhimya: pems
“ha wﬂm:se}comh o tidakomuhouly Begine
_ﬁmﬁ:a.. belum ada inisia-

%.;fy’mg}uat inin Birdmanh

+ Dalafn kuliah pofzc_;; aecision: frm;%mg, saya
jeia;skaﬁ ‘hal-hal seper i it mulai dari general
policy executive policy, wianager!policy dan

;,ed;mm! poficyDani technical.danananager
j)ofzc:y amn tercesmin kondisi daerah, Karena
dagealydi-Indonesia, beryariasi: dasi: ‘Sabang
sampai Meravke; maka strukiumya. bisa saja
_distandarkan; tetapl secard mana’jerial iptan
cara mengelola: pastilahridaksama:cich
Karenaiity arahotonomi daemb akan
maembentiksuatu: shanajemen: pemesintaban
ctonomi vang satursaima-lain berbedarbeda.
Perbedazn it /muncal selain dar;_kamktensuk
daerabjuga-dari-inisiail kepemimpinan. dan
stal @paratir. Aparatuz adalah. motor. pengge-
sk otonomi: Otonomi 4 bukan uniuk: apa-
Fahrte Zﬂr‘i han % nbieskvat dan cmasva.

vang memuai demoksatisa :

P, A m;uaﬂ ﬂﬁ@ﬁazm daem}a?’
E:M Sebenamya otonomit daemh

ekonomx ;msya;akai setempai Ekem oses)
yang-secara tepat memenuhiikebutuhan-dan
beredentasi pada- ko*;d;s; ‘serta kemampuaﬁ-
mereka-Hedua, ,.mgnmgkm}mn +pelayanan
kepada masyarakat (public service). Pelayan-
anini bisa-saja. telah ada, kemudian volume-
nya - diintensifkan.. Bila: Public service tidak
ada; kemudidn diadakan. Misalnya, sélama
initidak-ada-mmah sakit swadana lanas aus
man, sakit it d[ﬁdakan Ketiga, 'Iienmgka{kan
sosial;budaya masyarakar; Pembangunan. se-
lama ini:seolah-olah hanya membangun eke:
nomi-saja, sedangkam sosial budaya masyam-
kat tertinggal: Kegmpal, untuk demokratisash.
Kita: menghendaki: suatusistem, birgkrasi
Karena fujvan
otonomi unk. masyarakat. maka suara.
svarakat-harus mdeﬁga wBERD. akan.me
iehihefekit

rakat sewempat di.mana inspimsi, aspirasi dan
kebutubannya terpenubi-secara. tepat, Sava
inginemengingatlan balrera ddak,
cul rajasraia kecil di daerah E«:_e;%an_a
ngan-cionomi, képala, daemb a
Jebih kemt oleh mnasvarakai.)

alean mun-

Justerude-
kan: dikonirol

; ,fPeme*}nmh pusaf aka
lerien. supava. DER
kepala, dag

pran mdah

ran, Pemerintah d




ya txdak ada pertentangan sisterm keqa pola
kezjanya ‘proses uniuk - mengam‘bﬂ keputus-

Dimensi Politik dan
Integrasi Nasional

P: Apa: saja dlmcmn pohﬁk dan oto-
momd daerah?

228M:Otonomi ‘Daerah: bersangkutan de-
ngan~siabilitas. politik-dan pertahanan
keamanan. “Tidak: perlutada nepotisme -dan
disintegrasil Otonomi Indonesia tidak sama
dengan “otonomi Palestina, otonomi Moro
atau’otonomi ‘Khasmir. ' Otonomi Indonesia
adalah otonomi within the bureaicracy.
Otonomi ‘dalam ketatanegaraan Indonesia
adalah otonomi yang ‘melaksanakan fungsi
desernitralisdsi atau dekonsentrasi~di antara
sistem-sistem yang lain, seperti medebewind,
seniralisasi ‘dan ‘dekonsentrasi. Sistem desen-
tralisasi ‘memiliki aspek teritorial. Kita: punya
daerah-daérah administratif yang diberi oto-
noini ‘dan’desentralisasi fungsional.

" “Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat Il
secara teritorial dibagi-bagi, menurut UUD
45, menjadi daerah otonom atau daemah ad-
minstratif. Daerah-administratif bisa diberkan
sekarang-kita-hendak

P En S s Tt ) ld’m\a]z‘nrn

an. Begﬁ:u pula data dan mput VANgG.. ada di

maka disintegrasi, nepotisme dan lahirnya raja

kecil tidak mungkin ada. Negara kita bukan-
lah-kerajaan tetapi republik. Kenapa sampai
. ada peﬂnklran bahwa dengan diberikan oto:

nomii lanias orang berpikir bahwa nanti-akan
ada nepotisme, raja kecil bahkan disintegrasi?
‘disebabkan adanya persepsi bahwa de-
pemberian otonomi kepala daerahyiakan
nentukan dan - punya power sendis.
erti il Mereka tetap dikontralidan
* dengan tiga macam- pengawasan,
pengawasan pusat terhadap daeraly.
monitor Peraturan Daerah. Kepala
enjalankan policy lewat Perda Perda
igenai pertanian, - kesehatan, perhubting-
in-lain harus disetujui dulu di Pusat.
v dibicarakan oleh semua departemen:
‘stap barulah Perda it diparaf:ke-
izn di-Perda-kan dan berfungsi. Peraniman

~-.:Daerah tidak boleh bertentangan dengan
| pératuran pemerintah pusat. Fungsi-fungsi

daerah tidak boleh bertentangan dengan
fungsi-fungsi instansi di atasnya. Bila fungsi
sudah dilaksanakan di tingkat atas, maka
tingkat bawah tidak boleh melaksanakan; atau
fungsinya dilaksanakan tapi berbenturan,
maka fungsi bawah dikalahkan. Kedua, peng-
awasan ekselutif oleh DPRD. Masyarakat
mengawasi eksekutif bagaimana pelaksanaan
pemerintahan melalui saluran inspirasi, ‘aspi-
rasi, dan ide mereka lewat DPRD. Ketiga ada-
lah pengawasan teknis fungsional, mulair dan
inspektorat, BPKP atau BPK. SERE

Disintegrasi tidak mungkin terjadi karena
satu kabupaten itu berada dalam daerah
tingkat:1. JJustru karena otonom penuh maka
pemerintah daerah dekat dengan masyarakat.
Mereka harus serius bekerja. Bupati atau ke-
pala daerah tingkat II tdak boleh lagi lengah
atau tidak ‘memperhatikan kondisi masyara-
kat. Target grip otonomi adalzh masyamkar
bukan zparatur. Banyak hal akan kit ukur
dalam pelaksanaan otonomi; mulai pelayan-
annya, kondisi masyarakatnya, sampai

menjadikan daerah otonom Kotamadya Ken-
dari“atau Kupan;c; Apakah sudah terseleng-
gam Slonomk yang dimaksudkan? Sekarang
mereka masih berada’ dalam tarafl otonomi
pemula aiau psendo otonomi. :

" Kembali kepada masalahsiabilitas politik,

apababdiomiskinen-ite-hilang-atpe-didales bl
salnya, Departemen Kesehatan telah menye-
rahkan urusan kepada daemh tinglat 1. De-
ngan cam yang mereka tentukan sendiri, kita
meminta Departemen Kesehatan unk me-
neniukan apakah kesehatan masyarakat
sudah berjalan baik atau belum. Di setiap
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'.-daerah ungkat 11 yang berpenduduk L:juta

Cjiwa d1wapbkan memiliki satu rumah isakit -
“swadana, di samping mmah rumah-sakit-tipe

'B.:“B;Ea-fpendudukya mencapai; 2 Juiai berarﬂ

harassada 2 rumah sakit Bﬁa :aspek ini bisa

' 'dlpenuhl ‘maka kami'anggap daerah itu ber-

. hasil: Masyarakat bisa: dizjak belpartlszpasz
.'-'_yaﬂg kemudian berkambang swastanisasi..
CL IOtonomi akan ‘menduking partisipasi Bnggi

~ dari masyarakat ‘dalam beéntuk swastanisasi
o -__'-:kegm{ars ekonorm maupun. kegxatan sosml g

' buday' 'lamnya

E Bzei%;emﬁﬁ mriem

s Apa sajas kntema peneaman daz:mh
"u;i—ciﬁya otonomi?

- 8M:Kita tidak menggunakan kriteria
baku di dalam tenentukan 26 daemh per-
contohan: Semua ‘Daerah Tingkat II sebenil-

nya k:ta_anggap sama. MNamun penetapan itu .
lebih.mempertimbangkan faktor-fakior prak-
- :g_kabupate,_' di selumh Incionesm hampn- sama;

lis;. m1saln§(a ‘dagrah it dekat ke 1bukota
propinsi; konunikasi lancar ¢ n__'mudah' ang-
kauannya. Atau:mungkin juga ditambahkan
faktor kepemimpinan Bupati yang baik

daerah itu ‘tesdihat ada pertumbuhan. Karena

itu: ddak ‘dibuat kriteria. Pemerintah Pusat
hanya-bertanya kepada gubemur untuk me-
netipkan: kabupaten di propinsi masing-ma-
sing yang potensial menjadi percontohary. .-
- Faktor kemampuan berkomunikasi de-
nganPusatjuga penting: Kalau dia tidak bisa
menangkap ide dan ‘berkomunikasi:dengan
Pusat; tentunya 'akan -sulit. ‘Yang penting bu-
paii bisa. menangkapide. Di- sampmg me-
ngerti-dia juga bisa membina: ;
o Walaupun  demikian kita menyebmkan
agar-jangan ‘sampai- memiliki daerah-daerdh
vang sama sekali tidak ‘bisa tumbuh lal: di
jadikan percontohan. Yang kita: pentingkan
bukanlah:daerah yang kaya atau daerah mis-
kin, tetapi mekanisme kerjanya. Keberhasilan
mereka.meniaiankan otonomi.akan.dilibat

daerah percomohan ini: Lelak akan: chbuat; R

proiotipe; sehingga: peiaksanaan otonomi ke
kabupaten—kabupaten iam - akan “me
nah:an -prototipe:tersebut.

--Sekarang. ditetapkan’ 26. «daerah  percon::
[ohan yang berorientasi-pada’situasi: kond;s;
Banyumas untuk kondisi jawa Tengah, Si-
maiungun untuk’ kondzsz Sumatera Utara :

nbrmal berkembéng, ‘dan pemuia Hal

akan: dlbemahu kepada departemen lain
kalau:membuat standar ;persyaratan: umuk.

dxamhkan kepada-empat prototipe jha; i
~:Kami-bersikap transparan.:Dalam pene—

‘Tapannya secara Nasional kelak; kita ‘tinggal

menyebutkan saudara memakai.-tipe A
daerah anda memakai tipe B, danseterusnya;
Kabupaten ini, bisa kenapa kabupaten satada:

ra tidak bisa? Surabaya dan Semarang, misal:.

nyajtidak dimasukkan dalam mode} percons:
tohan karena Ievelnya sudah :tinggi-Kalau

n mta adu, rmsa]nya B:m~

| dung, Semamng, ‘Medan dan Surabaya. Kalau

kota-kota ind diadu dengan kabupaten tentu-
lah kabupaten yang Lalah sebab: Protoupenya
tidak sama. , b

- .P;_:. -Apakah dimungkinkan daerah-
daerah yvang tidak. masuk: di dalam pes-
coniohan mencoba untuk mencxpta%an
sesuatis yang baru?

- SM: -Meskipun:di satu provinsi sudah ada
satu Daerah Tingkat II percontohan, gubier-
nur:setempat bisa ‘saja mengajukan kabu:
paten lain wntuk dijadikdn ‘semacam ‘percori:
tohan. Tapi pola-pola yvang ada'di daerah it
sekarang -tidak ‘bisa:diubah. Daemh. ina:ting-
gal mengikuti mekanisme daerah percontoh-
an saja, Misalnya, gubemur bisa saja -menye-

gu-

dalam dua.tahun. . :
Kita sfart-dengan soal admimstmuf pe-
werahan personil, vrusan, kevangan, Enam
buian- ini-diharaplan ‘mereka siap. Setelah ita
mereka akan dinilai oleh departemen-depar-
temen yang menyerahkan urusan. Dari 26

sablian-pusan-kepada-semua-bebupaten-di
provinsinya. Urusan daerah tingkat I diserzh-
kan kepada daerah tingkai [I bersangloutan.
Tapi Gubernur Jaws Tengah dak hanya me-
nverahikan kepada Banyumas, misalnya, itapi
kepada semua daerah tingkat I se Jawa el
ngah. Yang tidak bisa atau vang tidak boleh
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dilakkan-adalaiieselon pegawai: kabupaten
vangbukan percontdhan tidak boleh naikio -

dia akan diturunkan lagi:Jangan.sampaicada
anggapanipersbnilidaershoyang sam naik ma-
ka es.,lon peraoml ciaemhnya jus:va hame mlk

Eaerah Kcsaag&& aﬁemkim’} &
iniSMa Ao karena ada Peratufan’ Pemezmuh

tentang: Penyerahan Urusan syang -menjadi’

landasan: bagi-semua daerah ;vang:belum
ataupurn yang sudaih menverahkan urusan.

Daerah percontohan, ‘kalau ddak berhasii,

iwmatanAmerika berdebai mamal dengan sae:
janertamatan Belandd “D Ameribeathanya ada
sentralisasitdan~desentralisasi; idak ada: dex
konsentrasi. .Sentralisasi adalahiterpusHil ed:
dangkan - desenifalisasi in ‘adalah dekonserd
wasi yang kita pakaisekarang. Desentralisasi
disBelanda: memiliki ctondrminya. Di Arnérika
tideki ada -otonominya. Yang ada hanva dele.
gation: of mt;bawf} yané txdfgk ;ﬁmnerh.han
Perda

33- F@,mmpm%‘m semacan ind ap&%mh
bisa diterima cleh L@p&i‘aﬁﬂ@n%ﬁ&p&f&ﬁ-
mrern lain?

SM: Walwmm {mhl-; dasu Lhmn _Bupat
zenp be;mnrvgung awab karena dia adalah

Kemadian PP rer
saouti.diiez;emahw:z
kanodic-daeraly
Pembentukan di-
nasscinasy stk
tarodan mekanisil o
meskerfarharss
dizPerdaszkan B
sinildh: Perda doa
kadamg-kadang:¥
masihvmengansn i o
dung salabepesat o
ngertian.Misal.
nya;: PP obelum-
keluar kenapa

kepalaswilayah.
Diiacharos seeppont
cdekonsenitras.
Walandpunt sudnd
courusan belunyedi
wooserablkan: oleh Pos
Cgat et ph urishn
~hajl misaleya dis
cjalankan olehoto-
nom: -Urnsan:haji
saindtbelum diserahe
©kan:kepadandas
rerah. Biayaang!
kutzncalonvhaji
dai-desa ke Ban:

sudah ada Perda. Contohnya, urusan dinas
sospol-Depdagrd diserahkan kepada daémbh;
dalam=hal-ini diserahkan: kepada® Gubernur
sebagai‘kepala wilayah: Hal ini sempat ramai
dibicarakan. B

« Karena tidak adape u.n;uk—pﬂum]uk padq
akhlmy andepariemen-departerien bertanya-
lanya’ tentang otonomi: daerah, Walaupun t-
dak adaspetunjuk bagi-departemen, tetapi
ddlam UUNC:5/1974 ada mekanismenya;
tapi’ tidak: dibaca.: Ada beberapa:depariemen
yangmenyusun wpelunjuk: penyerahan
otonomi. -Apakah  sudah melaksanakan de-

enienlisasilMasels PSS T,

dar Udera itu berasal darl pusat. Secara foi
mal belum diserahkan, tetapi realitasnya
sudah ada yang. diserahlap. _Sekaraz‘;g- deita
ingin memformalkannya, 3 :

“ Dengan adanya pendekamn otonomi
seperti ini, akan lerjadi proses manajemen
yang lebih efelif dan efisien serta menghi-
langkan duplikasi dan memperbaiki mutd ha-
silnya. Misalnya, "ada Kantor Wilayah, Kanter
Departernen, dan Dinas, etapi kepalanya
satu. Satu lembaga bersifal otonom satithya
fagi lembaga dekonsentrasi, tetapi kepalanys
SN orang, I}ilam flmu administrasi ddak ada

T

vrusan-urusan mereka <;ucl*ah d;sczahhan
kepada kapior wilayah. Jawaban seperti ini
mencerminkan pemahaman desentralisasi
modelyAmerika, Kalau menurut pengertian
kita; model tersebut adalah devolusi atn
pendelegasian, bukan Jesentalisasi. Sarjana

-‘c:'.—.' TRISEERTTE

‘l“' F 1;)1.&1 R ERT

Ul»‘xh = i—?l

berbeda tanggungjawabnya. Ada dinas wing
melaksanakan fungsi-fungsi otonomi, iapi

H

[LIN}JL- mictaksanakan fungsi-fungst Kantor

Wilayah., Memang agak kacau. Beluny lagi

masalah dana serta personil. S
Nant akan ads proses yang harus dilaku-
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merampingkan’ mana)emm

ac}a dana pembangunamwa’ Justem :m ‘yang
harus‘ ditnniut: Mungkm pe'nbangunannvq
“sudah ‘selesai, atautidak’ ‘memperolehDIP ta:
* v ot EHal doo sudah: dipikirkan: Altematif:

‘pakan;:dan daerzh- tidak usahimencari .di
Pusat-karéna ssudah diberi .olonomiy Memang
_pezlu diberiftenaga ahli‘atau konsultan, Da:

ang Kalau:bisasiblock: grani-nya Jdibengkak-
};aa Ini untuk mendukung pembangunan;di
sampings ada:ddnautinnya. Iniiadalah renca-
sy yang 31{%} éili&ksa&zkan pada mham 19%

..Eagmmana pf.mindahaﬂ asse& Se-
i@mﬁl‘.m? nsiiy oo PR simsrreieel maesry
1v8Mafermna asen kanaor depaﬁemen akan
mangain kepadaidinas::Saya tidale melihat
adassuats haliyang membaha y'akan “Tinggal
mengaturnya saja dengan-baik::Sekarang
kadang-kadang ada asset mobil, karpet dan
sebagainya yang sadah hilangd Tinggal térsisa
gedungnyaisajal kareriatidak bisa’ diangkati
: Memang*-‘ Jan'ada muncol magalali, ter:
vtaasrnasalahi perubahan menial: Padﬂhai
Stonemitimbertujuan agar’ ‘semangat’ persomi
men]acil biesar: Tapi kalaw salah ménangani-
rya semarngat bisa menjadi-kecil.-Misalnya
Kandépriya ‘diliapus, lalu Kepalanya menjadi
kepalasdinas! Bagaimana Kepala dinas vang
“digantikan? Bisa saja:diavminta kepada:Men-
teriiPendayagunaan Aparatur Negara-agar-di-

tgfzaga h’ims .1eb1?'1 g}ra:r.

ny_a;adﬁiah pembeman keweﬁa‘lgan merenca-

“nanya dad dnpresdingkatdlyang. bexsangkus— \

'wﬂ sendis: Karena’ sz..da- 4inggl pang%;aang :

hal:dia ba:m LB Dia bakal iemas dan — :
gerun: karenal perampmgan organzsa‘s;
(Hal serupabisaidialami foleh orangika

lalu, ditempatkan menjadx kepal

T Apakah kﬂt@ﬁa kemam;mam e
dapatan asli daerah m&ﬁ;aah saiah szmz
g}ﬁrﬁmbangan? :

H8MzrDar: daerah kitar mengharap}m
kepem;mpmqn yang baik, perangkatiyang
profesional; struktur yang berorientasi: pada
kondisi laparngan;. dan mempunyaispendana
ani sendm :Soal pendanaan; jangan dihn:
bungkaﬁ dengan: Undang-undang: Per:mbwg—
an Kevangan Pusat-dan Daerah. Perimbang.
an keuangan:ine: berjalan: senciris ‘begittipula
dengan-otonomizx:Bahwa kelak sada:pesing.
bangan-kevangarn;itu; akan menambaidlce:
kugtan daerahs Tapi jangan-lantas: dzka&:?%:an
bahwa .otonomi:tidak bisa berjalan fanpa
adanya perimbangan: kevangan -~ Walatipun
uﬁdang undang ‘it belum: keluar, kenyataan-
nya menunjukkan pemerintah; inelakukan: per
meraizan-anggaran bagi-daerah-daerah iter:
pencili:Dengan power.dan: kewenanganyvang
lebih besar, daerah otonom diberikan Aingsi
yang meripakan:peluang: unikameningkat-

‘kan bisnisiekanemi daerdh séhingga: dapdi
-mendatangkan uang.:Karena ke pada da-

erah kifa:sarankan unuk-membuar perasahal
an daerah atau peruszhaanpatungan: ddita
akan mengeluarkan ‘peraturan swastarisasi ‘dan
pemnan daerah dalam-perusahaan dtau bisniss

Perusahaan tersebut mungkin-dapat: ber-
beniuk seperti PDAM, PD Pasar, Rumah
Sakit, “dan=dain-lain. ‘Apapunsyang»bisd di-
swastakarizoleh daerah kami-persilabiam

TE Y LT el bl it htﬁ?;déd LHIEAD i e TTHIEG
agar: ﬂ’lSibﬂy’% diperhatikan: Dia Bisd kehi-
i@:}gcm semangat. Dulu kepaia sekarang
bukan-kepala tkarena jenjang kepangkatan-
nya belum memenuhi syarat; Sulit mencari
ofarig pangkat Gogghdizdaerah tingkat 11 Mi-
salnya pangkat jabatan #tu"haras TV A, pada-

P dnil Ak '«.igclf'(_idwzdh (S Y8 {ahs E TR S AR T
vang bermanfaat, jangan hanya kewenangan
rutin saja. Kewenangan ltu depertl, misaldyd,
daerah-otonom diberi keleluasaan-urisan
dalambidang ‘pertambangan . golongen L,
diberi golongan B atau melihat golongan: B,

B2, B3: Dengan pertambangan daemhnotos
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nom-akan mempunyal pendapatan. Ada
kabupaten yang tidak memiliki tambang C
karena sudah diambil ‘oleh propinsi. Akhir-
nyarbahkan tambang pasxf pun dxamb;‘ oleh
daemh tingkat 1. :
~:Ada kiatzkiat. yang dibenkan kepada
daezah daerah ‘untuk meningkatkan’ PAD.
- ‘Daerah ‘bisa’ membuat perusahaan-daerah
' di;_n‘f_inenggaii-potensi seteripat dengan meng-
undang investor. Yang penting daerah harus
- tetap berpartisipasi. Daerahjugabisa melaku-
kan investasi yang dxtua}ang oleh dana pem—
bangunan daexah el

P. Eaga;mana ﬁapa%z mchhat cmum-
asme: Bupatlubupati daerah percnntoham
oionmm" :

“SM Ind merupakan suatu prestise bagi
daerah vang menjadi percontohan: otonomi:
Kalau daerah itu tidak jadi berkembang atau
tidak seperti-yang diharapkan tentunya akan
menjadi='blunderbagi bupatinya: Karena i
diadiharapkan untuk ‘menangani:lebih se-

rius: Karena penduduk  daerah bersangkutan

berjumlah ‘dua juta'jiwa misainya maka: kita
menetapkan  daemah it haros memiliki-doa
rumah sakit swadana dengan-enam spesialis.
Pastilah daerah itu akan: berusaha sekuat te-
naga memepuhi "persyaraian” it Kalau tidak
bisa ‘memenuhi berarti si bupati tidak bisa
berbuat sesuatu. Kalau disyaratkan seperti
itu, bupat; akan semangat mencar mcda!

P-'Uﬂmk daerah perconmhan bempa
dana vang diberikan pemerintah?

- SM:: Pemerintah ‘menyediakan dana
hanya untuk-keperluan administrasi. Dana
setiap tahun unwk setiap daemah percontoh-
an besarnya sekitar Rp. 60 juta. Kekurangan-
nya diisi oleh:daerah percontohan. Namanya
sa;a daerah otonom.

Bagaimana kiat I);rgeu PUOD agar
program otonomi daerah dapat berhasil?

banyak departemen yang tidak tahu meng-
enai pelaksanaan ‘otonomi. Dengan adanya
kampanye mereka sering-bertanya kepadd
saya. Saya pun menjelaskan kepada mereka
uniuk membuat pola+penilaian:hasil karya
daerah-daerah yang urusannya diserahkan
oleh masing-masing-departemen. Caranya
tentu terserah departemen bersanghutansinis
Berkutnya saya menjelaskan ke daémh-
daerah, mulai DPFRD" sampai camat; b’aﬁ’hkaﬁ
saya ‘juga-menjelaskan masalah-masalah
tersebut kepada universitas yang selama “ing
banyak melakukan krtik. P AN
Sayang sekali kalau undang- undang tens
tang ctonomi daerah ini tidak dilaksanalkan:
Mungkin dapat diibaratkan dengan mamah
yang idak pernah dihuni. Undang-undang
itu merupakan rumah, mgas kita sekarang
adalah mengisinya supaya menjadi:otonomi
yang sebeparnya. Ibarat lain adalah seperti
mobil:Mercedes yang bagus dan mahal tetapi
tidak 'memiliki. bensin, ‘Begitu juga dengan
otonomi.ini yang merupakan barang-bagus
tetapi-harus 'diisi" agar dapatbegalan. 7w
“Dengan melaksanakan otonomi, -pihak
luar negeri pun menilai kita lebih progres
dan ‘moderen. Mereka tertarike seleali dengan
upaya Indonesia melakukan otonomi.’ Indo:
nesia, menurut beberapa pengamatan
mereka, yang menonjol bukan soal-scal eko-
nomi melainkan masalah desentralisasi yang
muiat berkembang. 2

P: Wilayah Indonesia begitu luas de-
ngan jumlah penduduk yvang banyak. Apa-
kah jumiah kabupaten dinilai masil k-
rang atau ada yang perlu diturunkan dera-
jatnya mengingat pengalaman selama ini?

SM: Pertumbuhan tidak mungkin dida-
sarkan atas keadaan daerah semata. Daerah
harus diberi:-pusat pertumbuhan. Misalnya,
bagaimana NTT dapat tumbuh bila tidak ada
kabupaten dan kecamatan. Secara teoritis
suatu wilayah bisa berkembang bila ‘ada

oD oA Bl Uiﬁdi.b@f«igdﬂ’ld PETta Tl -
tema yang dibumuhkan adalah memohon
ridho Tuhan Bekera tanpa ridho Tuhan ki
akan terbentur-bentur. -Saya mengerjakannya
secara-normal. ‘Saya melakukan kampanye,
komunikasi serta menjelaskan semua hal
dengan setiap depariemen. Memang masth

})O’lb@'ﬁ EFISLEELLLEOE TSI SdYad b&idﬁ}{dﬁ.k@paw
da daerab, walaupun tidak otonom, silakan
uniuk memecah satu desa, kecamatan, kabu-
paten menjadi beberapa bagian, Semakin ba-
nyak pusat-pusat pertumbuhan maka sema-
kin cepat perkembangan atau pembangunan
di wilayah bersangkuian. -
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A 'bis& saja kabupaten yang
_ h, Tetapt ini [ergantung dari
ast’ masmg masing propinsi di Jawa. Bah-
- kan ‘Tawa Baral merencanakan membagi ka-
bupaten-kabupaten yang ada menjadi 42 ka*
bupaten. Kita lihat saja nanti apakah efisien
ataustidak.-Tapi ]angan berlebﬁfmn karena
malah tidak efekdf.: e\ ETURER
+‘Indonesia mempakan negara kesaman
Kalawkita: berbicara® pepambahan. dan peng-
urangan kabupaten haros dilihat dasdi sisi po-
sitif dan negatifnya. Saya mendukung-adanya

P@mepm
amam P&ma&

- diserahkan berarii menyerahkan sebagian
~Fungsismereka.:Misalnya, Menpan bertangs

local entities. Tiga kecamatan membemuk
satu: kabupa[en LR

B Apakah d.apat teryadz mmwang«m-
dlh fungsi masmg—masmg dcpa.memen di
daerah ctonom? :

© SM:cKita menganggap UU No 5/ ?

itu

_sudah baku.:Sama:sekali tidak benar pendé}

pat < iyang- mengatakan bahwa kalau umsan'_

gungjawab atas:pembentukan aparatar or-
ganisasi'di Pusat dan di Daemh. Departemen
Dalam Negeri-hanya ‘membina ‘saja. Dalam
membina itn pun kita tidak membina fungsi

kita 'saja. Yang penting pembinaan’ teknis

harus (etap pada departemen bersangkutan:
Kami hanya melakukan pembinaan umum,
pengawasan dan pembinaan administrasiiséo

- Prinsip penyerahan otonomi pernerintah-
an daerah itu ada dua, pembinaan teknis dan
pembinaan.administratif.- Pembinaan ‘teknis
oleh departemen: bersangkutan yang menye-
rahkan. Departemen bersangkutan yang

memperbesar. atau ‘memperkecil strokturnya’
Bupati tidak bisa melakukan-it. -Mendagri
atau ‘Menpan tidak bisa menghapus. Tetapi
yang ‘berhak menghapus Kantor Departe-
men adalah menteri. departemen yang ber-
sangkutan@ :

H. Djoko Sudanioko
Bupati KDH Tingkat Il Kabupaten Banyumas

“BAGI aparatur Daerah Tingkat I Kabu-
paten- Banyumas, sebagai salah satu daerah

merupakan program pemerintah pusat,
maka Kabupaten Banyumas berkewajiban

percomichnn-Daerab-Gronemb-tde-ada-iailah
tidak siap. Selama ini kita bekerja berdasar-
kan progrmam-program dar pemerintah pusas,
pemerintah daerah tingkat T Jawa Tengah,
dan Kabupaten Banyumas. Pada prinsipnya,
program pemeriniah yang lebih tinggi yang
harus diutamakan. Karena otoromi daerah

rretalsanahannys:

Terpilihnya Banyumas sebagal salah sam
daerah perconichan merupakan hasil kerja
tim interdep tingkat pusat yang sejak. bulan
Maret 1994 dan Mei 1994 berkeliling ke selu-
ruh Indonesia. Saya tdak tahu apakah Kabu-
paten Banyumas dianggap mempunvai ke-
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unggulan-terientuaschingga (sestdl dengan
wlok ulur dan keteria dard tmepusatuntuk
menadi percontohan otonomi dadrab,
HlpukEabupaten:Banyimas dda; 58 urus-
afy spangsudahs diserablran - Naniinya  peme-
rntah pusat dan pemeriniab .c&aez@h Hrghat §
akanyrenyerahkan 157 amsan, sehinggs se-
Tupuhnya smmenjadi 220 BrosansJumlah ususan
: z"aﬁg, rsemakin banvak dddicanenjadizmasalaby,
- FrsTagtail: Lmblmn fidak-hanya pck@fcw
wassaiastelapi fuga disertai g;ussml 7
i agm%z}, dan pembiavaannya. Tinggal ba-.
gairnana ks mengorganisasiban aparatur un-
ke mengendalikan polasseria sistem kevia.
Padaiprinsipnya, sebagat penerima; Kabue
prten Bang:um'is ‘heniszha m@ﬁfs}um sehaik
{‘z"mr}gkm Pl R I T i
stpdlengan pcm;}c:mm Qi@;zmm ;cla 'k‘z—'@:"a
tevjadiefiglensivbaikudariveegt vakua;depaga
mnpunrdriaye - Mekanisme pekedaan- vang
dabiusbaras:keipusat déngan dl;!f"]ﬁcﬁhi\uﬂ
kesiinglan Idiotomatisnenadi lebih efisien.
Urgsanaurusan yang chtangani pusat sekamnyg
cazhup iy Hinghat Iy Meskipun saya tidak ha«
um?&&;.:-;g:zegawa-; Exbupsaien: *%nyumas,
vang-jelas pastiakan bertambah Pegawai-
pegawalyang sebelumnya itidak "__riii-é?ﬁ&%‘&h
kendali Pemda sekavang berada. di-bawah
kendal: Bemda, contohnye Kandép: Dahula
secara administratt Kandep tidals berada »di
Pemda, sekarang menjadi adminisirauf di
Pemda. Begin puia dengan Cabang Dinas,
anghkah perta spuh ada-
lah penataan pere;:;rgé_; lan :
ierutama aparaturnya. Invesiast untuk meng-
embangkan usahd-ugahaitanpa dida
penatzan ke dalam ﬁamzs"zyza alan sulit Mv
mang akhiraya akan bedangsung kalau se-
M PEnAtaannya {eiah tengkap. Invesias
vang masuk MEemung
an dengan pihak imz- sejak dari proses, mem-
persiapkan bahan baku sampai prodoksi
seria pemasaran. Karena it trget kita selama
duaiabhoni-ke depan cukup bmyaﬁ Pamun

sy g ey

1

S A B P g

dembagaan, :
sen akm anyak se

kinkan kita b%:zim__)uﬂg@

maszlah kmu @ ad ah rmanusianyabuskan
SISTEMny«. &»f’zzhmpuﬁ sistemaya ambuiadul
tetapirkalio-manusianya: celkatanilincah, rdan
mamp s past i akan bisascepat-dan: efisien
Begivr pula sebalilbnyd Walavpun sistem
sudahsedemikian. bagus tetapi manusianya
lambat, kurang terampil, alau kurang pinar
ientu akan jadi lama.

Dengan EJIQHOH’H daerah,

: urusan yang
hendak dilaksans

an Fﬂbup‘ueﬂ Banwumas
nm.ga aparatur harus le-
j rampilBermorvasi serta memiliki
wawasan luas, P@nmﬂi{dt’m aparatur di sam-
ping melalui pendidikan atau penatian ting-
kat . kedinasan jugs mengadakan kerjasama
ffﬂﬂgan perguruan tinggi. Unwuk memberi
pengalaman serta menambah pmm‘ﬂ’ihx.&ﬂ
aparatur i bidang perencanazan, misalnye,
kEami-mengadakan kerjasama dengan: pergu-
mfm-iing 56 pmu Unisudd, Unwilea, amu KR

b
duktivitas, efisienst,

3
0

s upmw n*m‘;.‘;ang; harus

aparatur cii_zxjngka{ 1«

semakin. ditingkatkan. Paling utama dalam

Lok
SRRy -,.cw-c.;n,

L i EEA ¥ 51 ,Elic‘lllé‘j Pl r\..ld!,
lama bekerjpsama dengan perguroan tinggl
dafam hat-hal bersifat strategis seperti penyn:

RN -perenganasn pembangunan tahunan

TRy

Sekior swasta
urink ik ‘;e;pe;

1 telzh iam kim dorong
membangun daerab:
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Ber‘mgai mistameeaia kit
o gad&i«:m keqasam memiber keleluasas
an; aiaus memini banfuan swasia;
. miyayrkita imempunyal progrmm yAn; membus
rahkan peagﬁloiaaq dan manajecialseara

}uga dlatam gea%mbangm pereiqoﬁommﬁ

Eiaiau dl{aﬂéaf}i Ifmgsuné, oleki-kig: angkm
anydk kendala ‘yang.akan dihadapiz
Jadiy kewﬂ.batzm swasta dalany: pembangunan
Ewuqbup’-:mn Bapwms sangatkita harapkan.

«Dalam rangka- pembangunaﬁ it idak
bzsa berorientasi kepada kabupaten:saja;
Pembangunan yang: Kitalaksanakan harus

bark&zt denganideizngeaisekitanbalk dilam 4

RELENCANALn NAUDRE dalam;,p,daksa&ga:n..
Jaturfjalan merupakan-salahisatu alternatif
meningkatkabperekohoniian pedesaan. Jalur
jalari yang: kit bangon tdak hanya.unmk
daerzh kit saj karena: mungkin-berkait de-
fgan (daerah lain. Untulk rmembangurn dita
akansberkoordinasiidengan deesah-di mana
o falan vwberhubungan: Contshdaingdin
hendak ieningkathan-produkst: ekspor.Ka
bupaten: Banyuamas: felapi-saranaiperhabungs
an tidak kita milikis Karena it kit perlu
mengkaitkansdengan h’abupdea Cil 4(::&;3
yang anemiliki pelabuban simudera s
~dereka yang-tidak mengerti. perso%m
otonemixiennwakan melemparkan “berbagai
isu negadf seperti bupatd akan menjadi "iaja
kedil.” Otonomi yang kita laksanakan seka-

rang adalah otonomi c:iahrn birokrasi negara -

kesatuan R, b

an kebebasan kedaulatan. E;ebqgammm. [istec]

keiahui, otonomi ada yahgdituntse bléhbe
berapa negam dalam pengertisn otonomi ke
daulatan, api yang kita selenggarmkan adalah
otonomi dalam birokrasi negara. jadi yang

diberilan adalab pebedaan  Sefale 1 ER Pt -

Iakeuleanoseperit
Contoh
srivgilan pmféozoml Earena: aparaiun

}mﬂ' Timomiliki: mungkinterbatas; pengelola-
andite bitaoaddia kit m:mhkan kepadadiwasiay

id :
anempunyai nial baik

undang-undang.

l.l.t’_i...bﬁi‘]g’iﬁ;,}_f‘nf’&.ziﬁﬁ kem&z cizsz arv- _
schiarusnya idilakuka

kan:sesuaiiz k’i:r@na Lujua;’:; ‘,rzmé ivbfh §}<_&3.,z'
dzm mueka '"ﬁunpu“m: Levak;mm mampy
5

Pe’; Ch ba raky J.,{l F}ama inlmf& dt?:ﬁ.""
:«/z(ffi‘m mbengiin-karsa. Kita hatus. mﬁimpu
menggerakian: merckay cimm pengestis
kalau méreka kita'suruh berbuat sesuap: ig;ta.
hasusmampuspudacbabuat sgsuans druasiSes
danghkan fui wuri-bandayani dalaos penger-
tan:kita: sekalizsekali melepas mercka dengan
tenggungiawab yang kita bebankan: Tetapi
mereka tetap dalam-pengawasan kita. Astinyg,
kita lihat apakah vang dilakukan e skl
sesudizdan tépal sasaran-dengan 4.prr_>gzﬁm
yang.kit gariskan~Yang jelas saye berupays
memberiveontoh: kepada mereka --ba,fmmema
melakukan: sesuatos Mudah-mudahan Joarens
kesadaran mudca akan:tumbuhuntuk mensg:
theuti~ D1 samping ity save juga menanamkan
L‘-‘,‘iob'lxé?l‘]d.'gﬁbwi&:Iﬁiﬂlﬁciﬂ yvaknirdi dalam mena-
nganismasalabyticak hanya ciselesaikan sem
disi’ tetapipagasdiselesaikan- secara bergsama-
sama. Tidak ada suatu masalah sekecil apa
pun vang berstfat berdin sendin, semua pasti
ada kaitan sat sama lain, Kesemua ind dilan-
si dengin kéyalkingn bahwa apabila kiia
Eehy ;fa(ff:’z:fa Tohan akan
Jalan yans Benar.

Seluruh insiansi yvang ada < negara ki
mempunyal kewajiban menyelenggarakan
Undang-undang Moo 5 tahun

L E vaer g"\Qﬂﬁmr'm;ﬁ? SRIY £z pimel

e mbiel

el e by

tahun 1950 diberlakukan untik Kabupaien

Banyumas, kabupaten ini sebenamya sudah
memiliki otonomi. :

Selama ind sayh__mvn ag;i kasikan he"}e_m
mimpinan Irg ngarse sung lodo, ing mmﬁ'w
mbangun borsa, tul wrl bandayvani, waspo-

thakukan,
srikan oleh pt"—z‘t‘;m‘éf}i’:«ziﬁ ot

kan perintah, karena itu harus d

Catau urusan dib

upayakan b
lenggarakan d
personil, dan

éjj oF %4 is s,
czz‘si:n_aymm Lai;m_i Lt
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aya-di-bidang personil, dipandang kurang
mampu ‘seharusnya -dibuat ‘supaya smemiliki

kemampuan dengan- dilaiih, dididik; dan di-

beri: pengalaman. Kalau jumiah personalnya
'Ec:uzang, kita dapat:meminta kepada pemerin-
tah pusat; Pemerintah pusat pun berkewajib-
an-memenuhi, misalnya, dengan menambah
'teﬁaga' ahli:di‘daerah. Pada-prinsipnya pe-
nyelenggamn otonomi-it adalah pelaksana-
an-tugas-tugas, pemerintahan pusat’yang ada

. didaerah. ‘Kalaupun:dana- tidak mencukupi, -
' pemenntah daerah tingkat Tl harus mengupa-

yakan:Meskipun telah diupayakan tetapi
wetap:tidak: cukup, pemerintah pusat. mem-
punyai kewajiban untuk membantu.

¢ :Sesual’dengan strukiur pemerinmhan kita
semua urusan negara ‘dipegang oleh peme-
rintah “pusat. Penjelasanpasal 18 UUD 1945
menyebutkan bahwa negaraskesatuan RI
dibagi dalam ‘daerah-daerah vang lebih kecil
berbenuk propinsi. Daerah-daerah ini dibagi
lagi:menjadi daerah lebih kecil yang otonom.
Artinya; vrusan i diberikan kepada propinsi
yang ‘kemudian dibagi lagi dalam-daerah-
daerah lebih kecil. Mernunit struktur pemerin-
tahan-kita yang diberikan otonomi hanya
sampai-tingkat kabupaten. Jadi, yang lebih
kecil dasi propinsi tidak ada lagi selain kabu-
paten:Kalau semua wusan pemerintah pusat
dilaksanakan oleh pemerintah pusat sendid,
halitu akan berat. Karena itu perlu diberikan
ke bawah. ‘Artinya, apa yang dilakukan pe-
merintahan di bawzah dalam rangka meno-
pang penyelenggaraan pemerintah pusat.

' Azas dekonsentrasi yang-dilaksanakan

oleh. pemerintah pusat di daerah wajib mems:
perkuat azas desentralisasi supaya si Yanaklic
kalau saya ibaratkan pemerintah pusat sebas
gai‘ibu dan pemerintah daerah sebagaiianak
- diberi kemampuan- dan kekuatan, Jangan
dilepas begitu saja. Tetapi si anak sendiri t4
dak boleh manja dan semata-mata tergantung
pada ijbunya saja. Anak-harus mandid thens
ingkatkan kemampuannyafsendifi. Sebenar:
nya-tidak ada kesulitan bila memang benar-
benar disadari sepenuhnya. Masalshnya sekal
rang adalah persamaan persepsi terhadap.
otonomi' daerah baik yang berada di pusar
maupun yang ada di daemah. Kalau daemh
punya kewajiban untuk memperkuat kemam-
puannya, pusatjuga punya kewajiban untuk
membantu daerah. Persep& mﬂah yang men-
jadi masalah. i

Otonomi di desa diberikan sesuai dengan
kondisi “peclesaan. -Desa tetap mendapatidg-
kungan, namun tidak berarti dapat langsung
menyelenggarakan pemerintahan sendisi.: Tn:
dang-undang No. 5 tahun 1979 merupakan
implementasi dari Undang-undang No. 5 ta-
hun 1974 yang mengatur pemerintahan pe-
desaan -dan perkotaan. UU No. 5 whun 1979
tentang pedesaan: it pada hakekatnya mer-
pakan perwujudan pemerintahan di desa yang
didasarkan pada UU No. 5 tzhun 1974, Pede-
saan diberikan kewenangan mengatur ang-
gamn rumah tangga desa lewat APPKD (Ang-
garan Pendapartan dan Pengeluaran Keuangan
Desa). Mereka diberi kewenangan untuk
memotivasi kemampuan desa lewat’ pemerin-
iah desz berdasarkan musyawarah desa.@

Awrifin Ivas

Bupati KI3H Tingkat 1l Kabupaten Sieman

PRINSIP pelaksanaan kepemimpinan di
Yogyakarta memakai pola "Manunggal Raiu
dan Kawulo;" manunggalnya pimpinan de-
ngan masgyarakat. Kabupaten Sleman juga

menggunakan pola kepemimpinan semacam
it selain prinsip kepemimpinan nasional
in1g ngarso sung hilodo, ing madya mbangun
karsa, et wnerl bandayani. Dalam pelaksana-
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an kegiatan apa pun, ndak hanya dalam ma~
salah ‘otonomi, kita'teriebih dahula memberi
kesempatanikepada sosial’ demokrasinya

nﬁasﬁéam‘kat sehingga masyarakat:akan me-
ngerti-posisinya di-dalam’ pelaksanaan peme-

rintahan; Kondisi masyarakat harus dibuat

sedemikian rupa - ‘melalui tahapan: pra-condi-

tioning, social undersianding, social SuppOr,
danisocial pan‘zapatzon Sistemiyvang-kita lak-
sanakan adalah’ turut: bersama mereka di la-
pangan’ dan:ménerima masukan dari-mereka;

Karena it dalam pelaksanaan “otonomi kita -

iebih’ banyak memakai ‘pola-pola kepemim-
pinan‘bersifat *bapakisme” dalam pen gertian
positif;"dia bukan bawahan atau rakyat’ Letapi
anak yang perlu kita perhatikan. ~

Dalam rangka menggugah dan men-
dorong masyarakat untuk ‘ikut serta dalam
pembangunan kita menggunakan slogan"Sle-
man Sembada.":Slogari itu bulan berasal dari
bahasa Indonesia tetapi-diambil dasi- bahasa
rakyat kecil. Mereka tidak ‘bisa menerjemah-
kan -arti sembada, namun mereka mampu
menjiwai slogan tersebut sebagai suaw se-
mangat yang beram ber}corban dan beztang-
gung}awab

‘Kadang saya bertanya kenapa Kabupaten
Sleman terpilih ‘sebagai percontohan daerah
otonomi. Tetapi setelah ditelusuri-ternyata
pada ‘tahun 1991 ada tim khusus dari Depda-
gri'dan UGM yang pemnah meneliti sekitar 296
daerah tingkat 11 di seluruh Indonesia. De-
ngan mempergunakan beberapa indikator
serta variabel tertentu, kemampuan daerah
tingkat II diteliti. Kabupaten Sleman akhimya
masuk unutan ke-16. Dari segi-kemampuan,
Kabupaten Bantul berada di bawah Kab. Sle-
man tetapi Kommadya Yogyakarta berada di
atas kita. Baranigkali dilihat dar prospek peng-
embangan potensi, Kabupaten Sleman layak
dijadikan percontohan. Ini sudah disepakati
pada tingkat nasional. Kotamadya Yogyakaria
atau kotamadya lain di seluruh Indonesia

mungkin tahun depan diberi kesempatan oleh
pusal mengaindkan disloanik f‘gihvninir gml-mgn:

U i

B Arifin iiyns

}alan dengan- perkembangan giobalisasi be-
lakangan ini ternyata-nilai tambah atau keun-
tungan yang-diperoleh petani semakin berku-
rang.-Pada Pelita. IV, -pertumbuhan ekonomi
Kabupaten' Sleman yang disumbangkan sek-
oy pertanian sebesar 27%, sedangkan :-seka-
rang tinggal 230, -Setiap tahun lahan sawah
kita berkurang secara alamiah sebesar.0,5
persen. Tapi 'sektor-sektor lainnya seperti ja-
sa, perdagangan dan: industd malah sennkm
menmgk’tt - i - :

Kenyata'm dem;kmrz harus diakui dan se-
suai dengan pola GBHN bahwa sasaran kita
adalah industri canggih didukung oleh per-
tanian yang tangguh.. Karena jtu dalam
kegiatan-kegiatan yang kami rancang banyak
vang mengarah ke industrialisasi, jasa, dan
pariwisata. Aset pariwisata kita cukup-banyak,
dari pariwisata budaya sampai agrowisata. Na-
mun upaya peningkatan pendapatan petani

daerah otonom.

Dalam kaitan dengan clonomi daerah
sertama-tama yang haros dilihat adalah letak
dan potensi Kabupaten Sleman. Sudah sejak
lama Kabupaten Sleman menjadi gudang
beras bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Se-

okt S feamnd (% rhaithare-E e steT
pat terienty, misalnya, dipergunakan teknolo-
gl traktor, sehingga waktu vang tersisa dapat
dimanfaatkan peiani untuk bekerja sambilan
menambah penghasilan. Pekerjaan sambilan
tersebut di antaranya adalah membuat anyam-
an bambu, siagen, ATBM, memanfaatkan pe-
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ika pencanangan oio-
ak Presiden tidak
memberikan target.” : hanya menckan-
fan bahwa otonomi ah adalah suar ke
wajiban dan vang pént ng jangan mengejar
target dahwlu tetapd hayns bekeria keras men-

membm{u amm{m
nomi e:iaeizﬁ} Dun

inghkatkan kesejahteraan dan kualitas masya-

rakat. Ini yang harus kita Ler.}cmahkan, kare-
na pemimpin tidak pernah memberi petunjuk
dafi ‘Arsampail Zit8aya pun mengajkirekan-
rekan supayaberbuat semaksimal mungkin
sesuaiidéngan kemampoan dan kondist yang
aday Sasarannya adalah Pagaimana: i’ﬂ@ﬁ}&ﬂkr
kan masyarakat it S“b’lg&i o?:)ywix. 5e!<:'s,l
subyek pembangunan. i o
eeBgsmraniperiame’ dalam - Glonon c&d’ﬂd]
méningkatkan spelavanan: dan kesejahieradn
masvarakate Ada-beberapaaspek ‘persyaratan
dalam Undang-undang Noi5/1974.: Perlama,
pemberian otonomi untuk menunjang aspira-
s perjaangan makyal Indonesia dalam rangka
pembangunan dan kesejahteraan: Kedua,
gronoimni yang dilaksanakan pemeriniah Indo-
desia adalah otonomi gaya Indonesia yang
nyaiz dan-bertanggungjawab serta berbeda
dengan otonoint rel dan seluas-luasnya. Olo-
ricind vang ‘nyata -adalah ‘otonomi yang-bisa
dilaksarakan-ietapl luga  punya mnggung-
el Otonoinl yang diberikan atasan me-

“danspedgabdiannva-sama dengan de
CTapi-olonomi-dislndonesia-dilakeanakary

. atau tagas-tugas smsan yvang tidak bisa chlal

gamban tapi- masing-masing bisa bexbeda

Ketiga otonoini di-Indonesia dliahsaqfa}; I
cﬁeﬂgan. aspek desentralisasi, dekonsenirast
dar perbantuan: jadi, pelaksinaan pemerin.
tahan-di-daerahtingkag ¢ tia%ak-:mutl:aé{;:hgjmyﬁ:
desemmiiﬁsi wpi-cdilaksanakan. jiga bersa-

aan dengan cizr*aonqenm@z kajau,-perhy: "
mg&s_;}e thantuan:Kalaw-hanya desenimli gS&Si
saje, bupat o namanya sudah kepala daemb
AR

sania-sarna- dengan dekonsentrasi; ada aigip

sanakan -kemudian dititipkan kepada apamon
daerah.Jads, bupaiiidalam undang-unidang,
menjadi penguasa mnggal dalam . pengerdan
membawa titipan dard-pemeriniah aasans

- Kadang-kadiang hal tersebut menimbul
kari  anggapan bahwa bupat felihaan Aebih
menonjol daripada: DPRD. Penanganan oo
nomi rumah angga sendin adalahrusande-
partemen namun’ didukung oleh. fungsi
kepala daerah. Tetapi sebagai bupati «dia
mendapat tugas-tugas dekonsenirasi.Tidak
roungkin kalaw disamakan kecuali kalaw ki
sudah otonomi secara il dan seluas-luasnya:
Kepaly daerah tdak disebut bupati %uaﬂ:}ai
daerah lagi tapi sebagal kepala dagmh D2isen
belah bupat adalah kepala wilayah yang-me-
wakill presiden. Ini tdakibisa dipisahkarn: se.
larha kita-menggonakan UU Mo, 5/74. atay
meéngatakan olonomi yang nyaia: dan: ber
mnggungjawab. Sebagai kepala. daerah rsaya
bertanggtvngjaW'zit> kepada:DPED, tapl sebas
gai~kepalaveilayah 5,:.}-;4 i")utzm <>u:<1g;<w;ab
k@p&d«i presiden, : .

D Selamasini urusan yang G:Suahmm kﬂ

pada: Eabupaten Sleman iebih banyak bersi-
fat: administraill Sebanyal- 235 unisan Jyang
sekarang diserahkan ‘juga lebih banvakima-
salah penyuluhan dan pembinaan. Namun,
urusan yang sckamng diserahkan jaub lebih
baik karena diikuti dengan penyemhan per-

sonil; peralatan ch juga-sumber dana-dalam
C‘ o =3 s r

ﬂ}fcifgsaut : ticahersenro
urasan, sesual dengan kemampuan daerah
yang melaksarakan ctonomi Pemberian olo-
asmi e berenjang, tdak sekaligussladi an-
tara $atu kabupaten dengan kabupaten yang
tain bisa saja berbedas Otonomi yang diberi-

kah pdda daerah tinglkat T idak ményera-

Dhrdiell UYdonil,

Fitac &ha;z TR popdarediirrehadie e TR

hulu yang diserahkan hanya urusan bersifat
public-service: Peluang untok ‘peningkatan
dana tiglak ada; kecuall beberapa instansi
sajn. Baggimanapun juga kita tidak biss mesm-
bedakan karena masih ada "keinginan” atas-
an mavpun tingkat 1 Misalnya; sampal seka-
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fangkita tidak memilikizpeluangekononi
dapi bandariudardy kecuali-dampak-berupd
sAnporttiax menjadiynilik atay. magak

;ke pwsgt Reaty ;E:;usz g&az Ieiz

.»memaﬁg : -zﬂ@nciag‘a%:' pajak sekitary
urang masih: ditangani; aﬂafah ik
b Kita 'mendebaneninglat] :
dalam menggali p@adﬂyaasm ‘%Ermnﬂ. :
ada -dalam hal ini wmungkin DL L‘HR selain

'ymg berada di
_:;a.@"“ ewenanginipan
' ’hpé} ‘, ié?'; ‘{:f.m

fuga a:uimp b’mm}c man; Lvmizﬂrﬁg ' pezma
an:rPertambangan pasic.golongan . Coduh
tanganistinglat Lsékarang sudah -.mﬁgk:az-‘-ﬁ.
Yang wmemang besar hasilnva ddelshoain ba
wahianahoyang mungkin aken dibawa .pu-
lang ke daerah. Perkebunan dan perikanan
']ngaészd Eum ;uga sedang mencoba m;m

ABG amilyar

kengdaman besmoipr, Sel ama ini PaploKends:
raansBermotorrdisSieman diperhitungkasn
menghasilkan; nilidr; tetapi Kabupater
Sif‘ﬂ”&ii’} ‘hinya mem%ami bagianRpnl ¥ailiar,
:{iﬁ{,r’lﬁ anghat i bee
akfgm;& ’ penmpm%an
Eﬁlﬂi i

I i%@“y;m; ’Jamdh mem &O&‘;&kﬁ?i’& zem
mmmuzk an rdEzmtapeunbokiag, f*k@nﬁmau
e Vi seesdna 60 -Kabupaien

Sleman-sea im membiuhkananggataniBpd
trilyun <demi mendulung: pertumbuhanse,
Tims el ‘ﬂ:‘f{;@ﬁig:&;ﬁfbtﬁ“ 7 A Artinya,
setiap hun dibutiahkan-anggamn sekitas Rp.
uniuk meningkatkan pertumbiihan
ekonomi tersebut, Diperkimkan subsidi- dag
pusat paling tnggi-sebesar 17{ﬁ~'13 Drari wians
dan staps van g menangging kelvrang.
ATTYE ¥ANG S H0 pmﬁs«:&n: & rin

WA ’EU Dae:zah nglmt 11 Kab Lagmten
_B»zmd;mg ditetaphan: menjadi-dasrah. otonomi
percontohan kami juga kager. Rupanya. e
paremmen Dalamn Megerd dan Gubernur Jawa
Baratjisudah punya  kriteria yang, mengang-
-gap bahwa patensi’ Daerah Tingkat il Kabu-
paten: Bandung, baik svzmbumm manusia

TS LIOLL Sy berdanaalym S EAEE LTI EY G

didak hanva adasatu stratekehidup

:madya-Bandung dan Kabupaten Bapdung

dapat dikatakan hampir sama, tetapi kondisi
alamnya berbeda. Kotamadya, Bandung, Jeais-
kantah sebagat metropolitan, s»ﬂdwg Kapurna-
e, Bandung.di samping ada daemb perko-
man, juga ada daerh,  pEgunungan sahnxgbﬁ
. ke-

rah-kemungkinan dilaksanak mﬂg 2 atonomi
dm,mh. Selain iy, Kabupaten Bandung. dini-
lai sebagal bumperoaset pemeannah |
Finglkav 1 dan fjﬁ-{;az};§z_i11&1 Aakota bzg,z‘u
TingkatLjaws Bam B
- Bjtnasi dan .--k.r;n(:i.iai pemerintahan Koi

S e £
£

R :".-, g '!' h
.i‘“"i'im dart ostmain ma.duulmg ‘%a’i&

p::!m bra-

strata.
vang . paling

i ‘zch pula vang

‘ ..Us;g_zszn i\i_)i&?‘:l,%«-i‘}-,.zf'k‘it m %'iga‘m'm

3 gz_zm
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juga Kotamadya dan Kabupaten Bandung se-
laku.dua daerah yang bérhimpitan selalu ada
komunikast dan saling mempengaruhi. .-
+ i samping potensi tadi, baik SDM seba-
gai aparat sudah cukup baik; sumberdaya
manusianya juga. cukup tinggi, sebanyak 3,2
juta jiwa. Dilihat.dari potensi sumberdaya
alam, Kabupaten ‘Bandung cukup ‘menun-
jang, artinya, di sini terdapat banyak sumber
yang dapat-dimanfaatkan, dan kontribusinya
' terhadap ‘nasional-juga cukup ‘besar. Di an-
tamanya: pemanfaatan air sungai. Citarum de-
ngan“PLTA Saguling, dan PLTA Cirata, PLTA
Jatilahuy dan ‘pada akhirnyz-sumber air it di-
manfaatikan untuk daerah Pantai Utara Jawa,
termasuk sebagai pemasok air minum untuk
daerah Jakarta. Ttu sebagian sumberdaya
alam Kabupaten Bandung.
+Selanjutnya, potensi untuk mendukung
keberadaan aparat ataupun pemerintah da-
erah itu sendiri, dari potensi-potensi yang
ada dan hasil atau Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bandung sudah memadai untuk
bisa menerima otonomi. Dengan pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten
Bandung selama ini, pada tahun 1990/1991,
PADS Kabupaten Bandung hanya Rp.5,8 mil-
yar, sekarang sudah bisa Rp:27,5 milyar Ber-
angkat daxi Rp.5,8 milyar pada 1980, dengan
intesifikasi, efektivitas dan efisiensi dalam
penggunaan, sekarang kita bisa menyiapkan
dana untuk membangun yang didapatkan da-

1t PADS ita, Hal ini juga mungkin merupakan

pertimbangan untuk menunjuk Kabupaten
Bandung sebagai daerah percontohan.

Di samping itu, APBD Daerah Tingkat II
Bandung dari mhun ke tahun selalu mening-
kat. Kalau rata-rata PADS meningkat lima kali
lipai, maka APBD tahun 1990/91 diawali Rp.
48 milyar maka tahun 1994/95 menjadi Rp.85
milyar, meningkat antara 20-30% setiap tahun-
nya. Kenaikannya cukup fantastis, apalagi
kalau dikaitkan dengan PADS, dalam lima @-
hun bisa naik lima kali lipat. Peningkatan ini

dan SEPADA. Kita tetap konsekuen wuniulk
bisa melaksanakan kebijakan dibidang SBM
sesuai petunjuk yaitu 10% sampai 15%.dari
dana kesejahteraan pegawaiharus digunakan
untuk- kepentingan pendidikan. Karena:kita
mengacu‘juga ke sana, peningkatan kualitas
personil dalam rangka melaksanakan tugas-
tegas mereka ini; selalu-berorientasi kepada
menmgkatkan kemampuan pelsoml

Sumber-sumber Ekonomi

Daerah Tingkat 1l Kabupaten Bandung
mempunyai fungsi sebagai daerah indusir,
daerah pertanian dan daerah parwisata: Pard
ketiga fungsi irl yang menonjol adalah:da-
ernh industr dan pertanian. Kita bertindak
konsekuen dengan kebijakan pemerintah
Pusat bahwa kita harus memiliki industii yang
kuat dengan pestanian yang tangguh. Hal:ini
kita pegang teguh.

Kontiibusi sektor industs di Kabupa{en
Bandung ini terhadap Produk Domestik Re-
gional Brutto hampir 50%, pertanian sekitar
17%, dan sektor lainnya seperti jasa, pari-

- wisata dan sebagainya kurang lebih 18%. Jadi

kontribusi bidang industri di Kabupaten Ban-
dung terhadap PDRB cukup besar. Kalau kita
ingin mempercepat proses peningkatan kese-
jahteraan rakyat, mestinya lewat industial-
isasi. Tetapi karena kami konsekuen dengan
indusiri yang kuat ditupang oleh pertanian
yang tangguh, maka Kabupaten Bandung
tetap mempertahankan daerah industri dan
daerah pertanian, dengan fifty-fifty. Industri
tetap dipertahankan dan pertanian tetap
dikembangkan. Namun tidak mustahil akibat
dari industrialisasi, lahan-lahan pertaman
akan berkurang.

T logis! Tapi kami berusaha untuk meng-
ganti lahan-lzhan pertanian yang berkurang
karena industi, perumahan dan sebagainya,
dengan pencetakan sawah-sawah baru.

Okt TREnibRT peia ks proyeR - per
contohan ctonormi daerah.

" Kualitas SDM sebagai aparatur cukup
tinggi vaitu, 27.000 lebih personil, dengan
ingkat pendidikan formalnya, 5 orang sudah
melaksanakan SESPA, 38 orang SESPADIA,
dan beberapa yang telah mengikuti SEPALA

‘)C](ib lJC;Umll.is Li[itu;\ }JC[i;Us}&ﬂLc..ﬁi I‘:zms
dari beberapa bidang masih memungkinkan
sejauh kita tidak akan merusak pola fifiy-
[fifty antara industri dan pertanian. Karena ba-
gaimana pun juga dengan penyuluhan yang
sampai dipahami masyarakat, katakaniah de-
ngan intensifilkasi Pajak Bumi dan Bangunan,
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retribusi, -pajak ‘daerah maupun pajak tonton-
an dan:sebagainya, ternyata kita masih bisa. -~
berbuat banyak. hal untuk im. Kemungkman et
dikembangkan juga terbuka, setelzh otonomi =

daerah berjalan, misalnya membentuk insti
tusi - baru seperti: perusahaan-perusahaan da-
erah.-Kami akan kembangkan perusahaan
perusahaan daerah di bidang pariwisata
Mungkin ‘peningkatan perusahaan daerah
vang sudah-ada, seperti. PDAM. Tidak musia

hil kita akan memanfaatkan dinas-dinas yang :

masih mungkin ‘bisa. membuat perusahaan
daerah;.contohnya _se_ktor-- perianian.: Kita
mempunyai pertanian bidang hortikultursa,
khususnya ‘buah-buahan. . Kenapa tidak
mungkin  kita buat sentra-sentra buah?
Mungkin. k1ta dapat. bekexgasma dengan pihak
investor....;

Sebenarnya banyak peiuang yang kamj
ccba untuk kembangkan. Satu peluang yang
telah kami bicarakan dengan kepala .dinas
adalah pembangunan sekior perhubungan

- dung. Kenapa. Dinas PU :tidak
membentuk peruszhaan daerah
::yang mengolah: plaston-nya, ba-
han hotmix dan sebagainya:-Hal

tohan otonomi dan sekarang
mungkin melengkapi alat-alae

pembuatan jalan-jalan, plaste

+ kita sendiri. Pendapa{annya .bisa
masuk ke pemerintah daerah, .

Di Kabupaten Bandung: yang
sudah beralan adalah Perusaha-
an Tanah.dan Bangunan, Perusa-
haan Paerah Bank Karya -Pem-
bangunan Daerah (BKPD). D
masa mendatang akan kami
kembangkan lagi lebih intensif..

Reumab Skiszf&u_éadaﬂa_ :

" Direkwr Jenderal PUOD Bapak..Suinitfo
Maskun mengatakan, salah satu penilaian apa-

kah Daerah Tingkat I1 .yang menjadi daerah

percontohan bisa mencapai nilai yang tinggi,

“ada kriteda-kréterianya adalah adanya rurnah
- sakit swadana. Di Kabupaten Bandung

mungkin agak berat. Masalahnya, Kabupaten
bandung bar: memiliki. ibukota pada iahun

1990, yaite Soreang. Sebelumnya, Ibu kotanya

adalah kota Bandung. Kita pindah ke sini, se-

hingga ibukota kabupaten tidak punya rumah,

sakit. Tapi, di daerah-daerah kita memiliki ru-
mah sakit tipe D. Kami berharap dalam jang-

ka wakw dua tahun ada lonjakan, tidak usah.
ke tipe C lagi, tapi langsung ke swadana., Ka-
renz bagaimana pun juga, ramah sakit me-

miliki fakior sosial yang tinggi. Kita punya RS
Cibabat dan RS Ma;aiaya

oy

“ini-sedang kami rintis dalam dua
. tahun.anggaran sebelum percon-.

i nya/ Pemanfaatan hotmix untuk

i untuk: pembuatan jalan-jalan ot

seperti.dalon jembatan.dan.sebagainye-yang
cukup besar.. Kalau material pembuaian jalan
it dikelola sendisi oleh Perusahaan Daemah,
apakah dta tdak merupakan sumber pe-
masukan kepada pemerinizh daerah it
sendiri? Contohnya, kami merencanakan
meng-hoimix sermua jalan. di Kabupaten Ban-

tuk belajar mengurus RS swadana. Waktu Pak
Sumitro. Maskun mengatakan hal ini, berari
program Kabupaten Bandung cocok dengan

program Pusat. Sekarang masalahnya, ramah
sakit inl masih memerlukan subsidi untuk:
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kegiatannya. Sistem swadana itu kami du-
kung sepenuhnya. Dua rumah sakit serta pa-
ra pengurusnya sudah belajar agar bisa men-
capm swadanz.

“Urusan-urusan yang telah diserahkan
olehiPemerintah Pusat dan Pemerintah Da-
erah Tingkat I, ada yang langsung dar pusat
kesdaerah tingkat 1I, ada dari pusat lewat
daerah tingkat I. Yang baru-baru ini diserah-
kaniada 6-urusan. Kiia belum bisa menilai
bagaimana hasilnya, karena baru kita terima;
Tapitampaknya tidak ada masalah, karena
peisonil-perlengkapan-pembiayaan diserah-
kan. Sekarang, masalahnya yang sedikit ada,

inginan kami.

canaan yang digarap oleh sektor SekLo :

masalahnya apakah PP 8/86 ini telah
sanakan? Saya menganggap PP it
sanakan, karena imemang kami
sanakan, walaupun kadang-kadang my
dari dinas vertikal ini udaic sama denga ke

Dengan dijadikan daerah perconte
dan mereka sudah menjadi aparat daera
tunya mereka harus mengubah menta
mental inilah yang kami tekankan pad
reka. Sekarang mereka, dalam bidang:
canaan, Udak lagi bertanggungjawab k

~-bukan - keterlambatan
tetapi mémang proses ini
memertukan waktu-- kami
rasakan keterlambatan soal
DIK yang oleh Departemen
Keuangan dianggarkan ti-
dak ‘masuk ke Kanwil. SKO
untuk mengurusnya belum
turun. Tapi syukur masa
transisinya hanya satu
minggu_saja. Sekarang su-
dah berjalan normal kem-
bali.

"Sebagat daerzh otonom,
Daerah Tingkat II dalam
kaitannya Negara Kesatuan
RI,bukan berbentuk oto-
nom-dalam pengerian libe-
ralis‘atau otonom negara

Kanwil tetapi langs
pada Bupati. Mereka
menyatakan siap unt
dan memang ini sudiah
amati sebelumnya. §y
mental ini memeriukan._
waktu., Untuk ita kami
melaksanakan rapat-rapat
koordinasi, dan sudah ‘kami
laksanakan dua kali:“Rapat
ini dalam rangka mengubah
mental agar mereka ‘seka-
rang merasa sebagai ‘apdrat
pemerintah daerah Kabu-
‘paten Bandung, bukan: 1agi
Kantor Wilayah.

Sementara inilah "yang
telah kami laksanakan..Ha-
silnya mungkin dapat: dili-
hat manakala kita sudah

bagian: Daerah Tingkat II
ini otonom dalam kaitannya Negara Kesahuan
RI, di mana sumber-sumber pendapatan
sudah diserahkan. Masalahnya adalah per-
ubahan ketentuan atau perundang-undangan
yang ada. Dahulu diatur oleh Tingkat Sat,
setelah diserahkan ke Tingkat Dua perlu ada
peraturan bagaimana pelaksanaan urusan
yang telah diserahkan tersebut.

Masalah perubahan mental pegawai ada-
lah masalah yang aktoal dan faktual. Bebe-

membuat program pembangunan yang-bisa
diukur dengan fisik. Bagaimana koordinasi-
nya, dan bagaimana hal it dikoordinir “oléh
para asisten. Kita sedang membawa meréka
ke arah it Kalau dahulu bisa langsung, se-
karang ada koordinatornya, misalnya bidang
administrasi dikoordinasi oleh Sekretaris
Wilayah. Pembidangan - terletak pada para
asisten. Secara teknis mereka harus dapat
melaksanakannya.

rapa hart yang lalu saya mengumpulkan me-
reka, karena bagaimana pun juga sebenarnya
walaupun sebelumnya urusannya diserahkan
pada daerah tingkat il kita mempunyai PP
No. 8/1986, tentang koordinasi di daerah.
Kalau PP ini dilaksanakan dengan baik, se-
benarnya permasalahan-permasalahan peren-

Menyangkut kKoordinast suatu dinds  yang
masih ada keterkajtan dengan Pusat yang t-
dak secara keseluruhan dan bersamn#is;_ama
diserahkan kepada Daerah Tingkat 1, hal“im
tergantung pada Daerah Tingkat 1. Secara de-
partemental adalah Kakandepen, Kakandepag
dan Depdikbud. Sekarang urusan olahraga
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~.dan budaya diserahkan . Icepada daemh dan

kita ‘buat organisasinya dalan
Seksi; ~-pola Dinas P dan K dengdn 'poi
sxmai chtambah unruk mﬂnamp
budayaan dan olahsaga— ke Dinas P dan I\
“yang semula oleh departemen. Berkaitan de-

- ngankurikulum Sekolah Lanjutan Atas dan se-.

- bagainya’ yang tidak ‘bisa diserahkan: uﬁtu
: ”Daezah Imgkat 1l Kabupaten Bandung, akan

“Masalah yang terkzt;t dengan Deparcemen
Agama dftn Departemen Penerangan se-
benarnya tergantungpada Daerah Tingkat IL.
Fungsi-fungsi Departemen Agama dan Depar-

temen: Penerangan 'sudah banyak yang di.

keqakan atau- dibantu -oleh Pemerintah Da:
erah Tingkat 11 Justeru kami membaniu tugas
mereka ;- Katakanlah' ‘mendanaipekerjaan:
pekerjaan yang seharusnya dibiayai oleh de-
partemen. Kita membiayai penyelenggaraan
panmeran’pembangunan.’ Begitu: pula ke:
giatan-kegiatanspembinaan generasi muda,
kelompencap1r ‘penerangan pedesaaniKita
bantu operasional: pelaksanaannya:. Kita
menyediakan fasilitas ‘transportasi -di-mana
Dinas-Peneranganikekurangan kendaraan.
Demikian pula dengan: Departemen-Agama. |

 Persinggungan dengan
Daerab Lain

-+ Kabupaten ‘Bandung ini ‘melingkupi -da-
erah’ kotamadia, dan bersinggungan dengan
daerah ‘Cianjur, Purwakara, Subang; Sume-
dang dan -Garut. Menyadait hal.jir, sejak awal
saya melakukan kerjasama dengan daerah-
daerah tingkat dua tersebut. Manusia tidak bi-
sa hidup sendiri. Ada faktor keterganmingan
pada-orang:lain. Pemerintah  daerah pun
menganggap ‘begitu. Di bidang pemerintahan,
kami sudah bekerjasama dengan Kodya Ban-

mak‘ )

masuk” jauh ke Sumedang Kalau tidak ada
"':-_'31.ke1jasama antar dua pemerintah daerah akan
-ada kesulitan. ' o

Kerjasama’ im dapfu ‘berbentuk peraturan
bersama. M;salnya mustahil angkutan “kota
berhenti persis di perbatasan. Karena itu kita

bekesjasama dalam bidang lalulintas. Bila ada
- sesuatu yang tidak bisa diselesaikan “oleh

masing-masing Dati II karena keterbamsan
kewenangan lalu kita naikkan ke Tingkat §.

“Kita* juga” smemanfaatkan: Perguruan—
perguruan tinggi’ Kita bekei;asama dengan'
ITB; UNPAD; dan IKIP Bandung. ‘Kerjasama:
dengdn ITB, ‘tenderung lebih banyak dalam
perencanaan pembangunan di Kabupaten
Bandung. Konsultan-konsulian yang ada di
Bappeda berasal dari ITB. Kerjasama yangle-
bih teknis dengan UNPAD m1sainya c:h b;—
dang pertanian.: E .

“Rita ~ buat Memm:mdum of Under—
sfcmdma-ny'l sebagai "payungnya." MOUhi-
dang pertanian dengan Universitas. Selanjutnya
secara parsial ‘dengan-fakultas-fakultasnya;
Sekarang ini ‘kita ‘merencanakan bekerjasama
dengan ITB. Bidang ‘perternakan bekerjasama
dengan; Fakultas' Peternakan: membuat’ I{mak
(Kawasan industri ternak): - i

< Justeru. ima peranan dan-konuibusi pergu-
ruan tinggi-merupakan materi yang akan:ka-
mi:sampailan pada mereka. Karena kegiatan’
sekamng-adalah parsial, -sebab dilaksanakan
bukan dalam rangka persiapan sebagai-das-

erah otonom. Sekarang dengan adanya: otos

nomi daerah, kami memberikan soal kepada
perguruan tinggi, bagaimana cara terbaik
agar ‘otonomi daerah it dapat berjalan  de-
ngan baik: Caranya mungkin secara ilmiah -
dibahas, apakah dalam seminar, penelitian
dan sebagainya. Kita- akan biayai kegiatan-
nya. Pekerjaan Rumahnya akan kami berikan
kepada perguruan tinggi, khususnya ‘pada
ITB. Carikan jalan ke luar agar otonomi-da-
erah sukses. Sebagai bahan masukan mereka,

kami akan:sampaikan rencana pengembang—.

ot Sumedarg Guior CRrjur,Subany
Purwakarta: Dalam penyusunan perencanaan
pembangunan kit selalu diikatsertakan, apa-
lagi-berhubungan-dengan daerah perbatasan.

Sekarang kami sedang membangun
daerah Cilenyi-Rancackek-Nagreg. Selain ber-
batasan dengan Sumedang, daerah ilu juga

TRy

Sebagai duaerah percontohan; ki Enms
sukses mencapai kriteria-kriteria yang ditetap-
kan. Kami akan berusaha membentuk perusa-
haan-perusahaan daerah; bekerjasama dengan
pihak ketign untuk bisa meningkatkan'PAD
dan bekerusama dengan perguruan tinggi.@ ...
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